GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 08 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan
mekanisme pelaksanaan
pemberian keringanan, pembebasan dan/atau
penghapusan pajak daerah sebagaimana telah
diatur dalam Peraturan Daerah Kalimantan
Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kalimantan
Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah, maka dipandang perlu menyesuaikan
kembali Peraturan Gubernur Kalimantan Timur

Nomor 08 Tahun 2011

pemungutan,

tentang Petunjuk

Pelaksanaan Bea Balik Nama
Bermotor sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor
24 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor
08 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

Kendaraan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur

Nomor 08 Tahun 2011

tentang Petunjuk
Kendaraan

Pelaksanaan Bea Balik Nama

Bermotor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956

Tambahan Lembaran
Indonesia Nomor 1106);

Nomor
Republik
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
.Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5979);

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000
tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor
01,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan TimurNomor 48) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terkahir dengan Peraturan
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor
1);

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08
Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Timut Tahun 2011 Nomor 8}
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2011 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2015 Nomor 24);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 08 TAHUN 2011 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR.

Pasal |

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2011
tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 08)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan
Timur Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2011 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Nomor 24) diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan angka 7 dan angka 8 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1
berbunyi sebagai berikut :

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintahan Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4, Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

7. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur.

8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur.
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Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta
gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan
digerakkan oleh peralatan tehnik berupa motor atau peralatan lainnya
yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu
menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan,
termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya
menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen
serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Kendaraan bermotor umum, adalah setiap kendaraan bermotor yang
digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut
bayaran.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat
BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor
sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau
keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan,
atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Jenis Kendaraan Bermotor adalah sepeda motor, mobil penumpang,
mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus sebagaimana
dimaksud di dalam pasal 47 ayat 2 Undang-undang Nomor 22 tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar
pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung
jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak
dan memenuhi kewajiban pajak.

Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka
waktu lain yang diatur dengan Peraturan Gubernur paling lama 3
(tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk
menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,
dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, dan/atau dalam bagian Tahun
Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD,
adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data
objek dan subjek sebagai dasar penetapan besarnya pajak terutang
baik dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk data elektronik
dengan benar, lengkap dan jelas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah yang disingkat SPOPD,
adalah surat yang dibuat oleh Wajib pajak untuk melaporkan obyek
pajak sebagai dasar perhitungan dan/atau pembayaran pajak.
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Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak yang terutang.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan 'dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas
Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi
berupa bunga.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan atas
pembentulan yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat
Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak
daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Nihil, SuratKetetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap
pemotongan atau pemungutan oleh pihak Ketiga yang diajukan oleh
Wajib Pajak.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak
pada suatu saat dalam masa pajak atau dalam bagian tahun pajak
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB,
adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan
Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor, sebagaimana
tercantum dalam tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor sesuai
ketentuan preaturan perundnag-undangan.

Bobot, adalah koefisien yang mencerminkan secara relatif tingkat
kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan
kendaraan bermotor. :

Pemungutan adalah suatu rangkaian Kkegiatan mulai dari
perhimpunan data obyek dan subyek pajak penentuan besarnya pajak
yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak
serta pengawasan penyetorannya. ‘
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- 29. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modalyang merupakan

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa,
organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis lembaga bentuk
usaha tetap, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi,
kolektif dan bentuk usaha tetap. |

Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan dan Pemerintah yang
dikenakan pajak.

Surat Paksaadalah surat perintah membayar utang pajak dan blaya
penagihan pajak.

Nomor Pokok Wajib Pajak Provinsi yang selanjutnya disingkat NPWP
adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana
dalam administrasi perpajakan yang dlpergunakan sebagai tanda
pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan Hak dan
Kewajiban perpajakannya.

Instansi Pemerintah adalah Pemerintah, TNI/POLRI, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Ketentuan angka 3 Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 27

Tarif BBNKB ditetapkanmasing-masing sebesar:

1.

Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan

pertama ditetapkan sebesar : '

a. 15 % (lima belas persen) untuk kendaraan bermotor bukan
umum; '

b. 15 % (lima belas persen) untuk kendaraan bermotor umum;

c. 5 % (lima persen) untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI
danPOLR; ‘

d. 0,75% (nol koma tjuh puluh lima persen) untuk kendaraan bermootor alat-
alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum. 3

Tarif Bea Balkk Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan kedua dan

selanjutnya ditetapkan sebesar:

a. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum,;

b. 1 % (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum;

c. 0,075 % (nol koma nol tujuh lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-
alat berat dan besar yang tidak menggunakan jalan umum,;
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Tarif Bea balik Nama Kendaraan Bermotor atas hibah atau waris ditetapkan
sebesar :

a. 0,1 % (nol koma satu persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum;

b. 0,1 % (nol koma satu persen) untuk kendaraan bermotor umum; ,

c. 0,1 % (nol koma satu persen) kendaraan bermotor pemerintah, TNI dan
POLRJ;

d. 0,075 % (nol koma nol tujuh puluh lima persen) untuk kendaraan bermotor
alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum;

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 85 diubah, sehingga Pasal 85
berbunyi sebagai berikut: ' 1

(1)

(8)

(9)

Pasal 85

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada gubernur atas

penerbitan :

a. SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan;
b. SKPDKB:

c. SKPDKBT; dan

d. SKPDLB/SKPDN.

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai
alasan yang jelas.

Keberatan harus diajukan sejak tanggal surat permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali apabila wajib pajak
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi
karena keadaan diluar kekuasaannya.

Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar
pajak paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari pajak yang
terutang.

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud ayat (2), (3) dan (4) tidak dianggap sebagai surat

~ keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Gubernur
atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat
sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)
bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi
keputusan atas keberatan yang diajukan.

Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya, sebagian, menolak atau menambah besarnya
pajak yang terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
telah lewat dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan,
keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
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4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 100 diubah, sehingga Pasal 100
berbunyi sebagai berikut :

(1)

Pasal 100

Piutang pajak yang sudah kedaluwarsa dapat dilakukan
penghapusan.

Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Gubernur berdasarkan permohonan penghapusan
piutang pajak dari Kepala Badan.

Permohonan penghapusan piutang pajak sebagaimana dlmaksud'
pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:

a. nama dan alamat wajib pajak atau penanggung pajak;

b. identitas wajib pajak;

c. jumlah piutang wajib pajak;

d. tahun pajak;dan

e. jenis pajak.

Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) Gubernur menetapkan penghapusan piutang pajak sampai
dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) per penanggung

 utang ditetapkan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 Juni 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd
ISRAN NOOR
Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 13 Juni 2019 Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPALA BIRO HUKUM,
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. SUROTO, SH
H. M. SA’'BANI PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 4.



